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STOP KONVERSI HUTAN ACEH
Dalam rangka memperingati Hari Hutan Tropis Dunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2009, kami dari berbagai komponen aktifis lingkungan hidup Aceh bersama – sama menegaskan kepada Dunia dan Pemerintah Pusat serta khusus nya Pemerintah Aceh untuk “ MENGHENTIKAN KONVERSI HUTAN ACEH “ untuk kepentingan apapun. Kegiatan ini dilaksanakan di Banda Aceh bersama LSM SILFA dan beberapa komponen pemerhati lingkungan Yaitu Komisi Bersama Hutan Aceh, Advokasi Hutan Aceh, IKAPALA ( Ikatan Pecinta Alam ) Aceh, LSM PeNA dan Transparency Internasional Indonesia – Forestry Governance Integrity Program ( TI’s – FGI P ).  

Acara ini bertemakan “ Stop Alih Fungsi Lahan Hutan Aceh “, dengan rangkaian kegiatan di rencanakan adalah Ceramah Jum’at Lingkungan Hidup di beberapa Mesjid yang ada di Banda Aceh khusus nya Mesjid Raya Baiturrahman. Di lanjutkan dengan pembagian stiker himbauan dan ajakan, pemasangan spanduk serta di ikuti aksi pembagian Maklumat Hutan Aceh. Aksi ini di laksanakan dengan dana swadaya aktifis lingkungan secara individual dan pasrtisipatif lembaga yang mau berperan dan masih memiliki naluri Pencinta Lingkungan dan Penyelamatan hutan Aceh yang saat ini di ambang kehancuran.

Kondisi saat ini Hutan Aceh telah mencapai fase Kerusakan Sedang dari 5 fase versi LSM SILFA terhadap kondisi Hutan Aceh. Fase pertama Hutan Baik, Fase kedua Hutan Rusak, Fase ketiga Hutan Rusak Sedang, Fase ke empat Hutan Rusak Parah dan terakhir Fase kelima Hutan Hancur. Dari versi kami saat ini Hutan Aceh telah mencapai titik Fase ketiga, di mana saat ini kerusakan Hutan Aceh terlihat pasca Tsunami dan damai Aceh telah semakin meningkat kerusakan nya. Selain kebutuhan rehab rekon pasca tsunami Aceh, hutan juga rusak akibat Pembukaan pemukiman penduduk, Alih Fungsi lahan Hutan menjadi Perkebunan sawit, Pembalakan Liar, Perambahan Hutan dan kepentingan pembanguan lain nya.

Konversi atau Alih Fungsi Lahan terbesar terjadi di lahan Rawa Tripa di wilayah pantai barat. Lokasi konversi terluas di kabupaten Nagan Raya seluas 20.000 Ha. Hutan Rawa Tripa di babat habis ( Land clearing ) untuk alih fungsi menjadi perkebunan sawit oleh 15 perusahaan. Sementara di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, terjadi pembukaan hutan alih fungsi menjadi perumahan kaum duafa, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengatas namakan program pemerintah daerah. Ironis nya program ini melanggar RTRW Kabupaten dan Provinsi yang telah di sepakati hasil Musrembang dan UU serta Ingub tentang Moratorium Logging di Aceh.

Konsekuensi Konversi Hutan Aceh
Setiap kegiatan konversi hutan menjadi sebuah perkebunan dan pemukiman maka kita manusia siap menerima konsekuensi Sunatullah yang sudah di garis kan Allah SWT. Salah satu konsekuensi tersebut adalah Banjir, Tanah Longsor, Konflik satwa dengan manusia, hilang nya pabrik besar Oksigen dan kekeringan serta berkurang nya daya serab karbon. Dari beberapa konsekuensi nya sudah dapat kita rasakan antara lain Banjir dan longsor yang terus mengancam saat hujan turun, Konflik satwa dengan manusia, berkurang nya sumber mata air, Pemanasan global dan hilang nya beberapa biodefersity yang menjadi mata rantai kehidupan di muka bumi.

Kasus yang tidak pernah berhenti kita rasakan saat ini adalah konflik satwa dengan manusia seperti konflik Gajah, Harimau, Beruang dan Babi Hutan. Yang update dan sedang terjadi saat ini adalah konflik harimau di Desa Blang Trieng dan Desa Blang Pie kecamatan Tanah Luas kabupaten Aceh Utara. Telah memangsa 6 ekor ternak masyarakat dan membuat resah masyarakat yang berkebun dan berladang menjadi engan ke kebun. Informasi dari staff SILFA di lapangan yang terjun langsung ke lokasi ada 3 ekor Harimau Sumatera yang masih berkeliaran di desa tersebut. Kepada LSM SILFA masyarakat mengancam akan menjerat Harimau tersebut bila pemerintah tidak cepat menangani nya.

Konflik Gajah juga masih terus berlangsung di beberapa kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Aceh Tenggara. Selain merusak tanaman masyarakat gajah juga merusak rumah dan pondok kerja serta mengancam jiwa manusia yang berada dekat dengan lokasi konflik satwa tersebut. Ini ancaman yang sudah nyata kita rasakan terutama masyarakat yang tinggal berdampingan dengan hutan. Konflik beruang juga terjadi di Aceh Tenggara dan Bener Meriah yang memakan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat demikain juga dengan konflik babi hutan.

STOP Konvesi Hutan Aceh
Kami beberapa komponen pemerhati Lingkungan dan penyelamatan hutan dan satwa Aceh mengharapkan kepada Pemerintah Aceh di bawah kendali mantan aktifis lingkungan Hidup Bapak Irwandi Yusuf untuk mencabut izin usaha 15 perusahaan yang bekerja di Rawa Tripa. Bila perlu kami berharap mantan aktifis FFI ini memproses secara hukum pelanggaran yang telah mereka langgar terhadap Ingub yang telah di kelurkan oleh Gubernur tentang Moratorium Logging dan juga menghentikan pembangunan yang berakibat rusak nya hutan dan lingkungan di Aceh.

Kami mendukung gerakan sipil yang di lakukan oleh KBHA, Pokja AHA, aktifis specialis hak EKOSOB ( NGO HAM Aceh ), YEL, LSM PeNA, BPKEL, KPSL, TII – FGI Aceh Unit dan seluruh aktifis lingkungan Aceh yang terus berjuang tiada henti dan pantang menyerah membangun hutan Aceh menuju lestari dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Aceh. Dengan modal semangat menujukan pejuang Aceh sejati dalam penyelamatan hutan Aceh dari kehancuran dan kezaliman yang telah di korupsi oleh segelintir pihak.

Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan World Bank melalui MDF yang telah mensuport penyelamatan Hutan Aceh melalui Program AFEP yang tidak memiliki arah yang jelas baik program maupun transparansi dana. Dana yang di kelola oleh 2 lembaga besar untuk 2 kawasan yaitu Kawasan Ekosistem Leuser oleh YLI dan Kawasan Ekosistem Ulu Mase oleh FFI Aceh Programme. Dana ini dikerjakan sangat tidak transparan dan tidak terarah sesuai dengan maksud AFEP. Kondisi ini terbaca dan sangat terlihat di KEL yang di kelola oleh YLI. Kami beberapa lembaga local dan aktifis lingkungan mencurigai adanya kecurangan dalam pengunaan dana AFEP.

Data yang di himpun dari beberapa lembaga menujukan Program AFEP hanya memperkaya pengelola KEL, sementara masyarakat dalam kawasan KEL sampai saat ini tidak merasakan manfaat nya. Kesimpulan ini juga menjadi sebuah frakmatis jika di lihat dari tinggkat kerusakan hutan. Masyarakat tidak dapat di bendung dalam aktifitas pembalakan liar dan pembukaan kebun. Kami menuntut World Bank untuk menekan MDF agar mengaudit dan memberikan kesempatan kepada lembaga local untuk ikut mengontrol secara permanent pengunaan dana AFEP tersebut.

Kami mengajak semua masyarakat Aceh mari bersama – sama bahu membahu menyelamatkan Hutan Aceh dari korupsi, kepunahan dan ketamakan manusia demi kelangsungan dan keterbutuhan hidup manusia di muka bumi. Hilang Harta dapat kita cari, hilang oksigen dan air kemana kita akan beli. Ini merupakan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa agar terus berjuang menyelamatkan Alam beserta flora dan fauna di bumi sembi mekah ini.

Demikainlah pers rilis ini kami buat, atas segala kerjasama nya kami atas nama komunitas aktifis pencinta alam dan lingkungan Aceh mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Bila ada kesalahan dalam penulisan kami mohon maaf. Akhiriul kalam, bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wr, Wb.

Banda Aceh, 25 Juni 2009
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